BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINJAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi penyederhanaan

Mengingat

1.

birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Sinjai, maka perlu dilakukan penataan struktur organisasi
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

bahwa struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah dan Tenaga Kerja yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan
Tenaga Kerja, sudah tidak sesuai dengan perkembangan
dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah serta
perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga

perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah dan Tenaga Kerja;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun:
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang.
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 525);
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10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Struktur Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

546);

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah
(Lembaran daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93],
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Penyusunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomeor 25, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

oo b

=l

Daerah adalah Kabupaten Sinjai.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonom! seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesiz Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
vang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupat Sinjai.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai.

Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kera
Kabupaten Sinjai.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan
Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai.

Pejabat Pembina Kepegawaian vang selanjumya disingkat PPK adalah
pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, -
pemindahan, dan pemberhentan pegawai aparatur sipil negara dan
pembinazn manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat vang Berwenang vang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat
vang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Kelompok Jabatan Fungsional adzlah kelompok jabatan fungsional pada

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kena.
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d. pelaksanaan pembinaan usaha koperasi, kelembagaan koperasi dan
pengembangan sumber daya manusia koperasi,

e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang koperasi;
dan

f pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan

tugas organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Uraian tugas Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. menyusun rencana kerja kegiatan Bidang Koperasi sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

b. menvusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas,

d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Bidang Koperasi untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf
menandatangani naskah dinas;

f mengikuti rapat sesuai dengan bidangnya,

merumuskan kebijakan teknis di bidang koperasi;

melaksanakan pembinaan dan mengoordinasikan pelaksanaan

kegiatan di bidang koperasi;

i melaksanakan pembinaan kelembagaan koperasi, bina usaha,

permodalan dan pengembangan sumber daya manusia koperasi

pengurus koperasi;

mengawasi dan melakukan penilain koperasi;

mengendalikan dan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan di

bidang koperasi; dan

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan
tugas organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

o

dan/atau

= m

e

Bagian Keempat
Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 9

Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Bidang,
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas
koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi
serta pelaporan di bidang kelembagaan usaha mikro kecil dan menengah,
bina usaha dan pengembangan sumber daya manusia dan promosi usaha.

Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi

sebagai berikut:

a. perencanaan kegiatan di bidang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang Usaha Mikro, Kecil Dan’
Menengah;

c. perencanaan pengembangan wirausaha baru bagi Usaha Mikro, Kecil
Dan Menengah;

d. perencanaan fasilitasi akses pinjaman dalam penyediaan pembiayaan
bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah,

e. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang Usaha
Mikro, Kecil Dan Menengah;



)

(1)

(2)

9.

. pelaksanaan pembinaan

Usaha Mik . (ecd h.
kelembagaan Usaha Mikro, fo, ecll Dan HNepefign

¢ Kecil Dan Menengah dan pengembangan
Sumber Daya Manusia Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah;

R. pc.ngcnd'ah.an dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Usaha
Mikro, Kecil Dan Menengah; dan _

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan
fungsi organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Uraian tugas Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
8. menyusun rencana kerja kegiatan Bidang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b, menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
::j, mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas,

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam

lingkungan Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk

mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

€. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

f.  mengikuti rapat sesuai dengan bidangnya;

. merumuskan kebijakan teknis di bidang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah;

h. merencanakan pengembangan wirausaha baru bagi usaha mikro kecil
dan menengah;

1. merencanakan fasilitasi akses pinjaman dalam penyediaan pembiayaan
bagi usaha mikro kecil dan menengah;

J. melaksanakan pembinaan dan mengoordinasikan pelaksanaan
kegiatan di bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;,

k. melaksanakan pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
kelembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan pengembangan
Sumber Daya Manusia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

l. mengendalikan dan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan di
bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan
tugas tugas organisasi guna mendukung kinerja organisasi. :

Bagian Kelima
Bidang Ketenagakerjaan

Pasal 10

Bidang Ketenagakerjaan dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan di bidang
hubungan industrial dan jaminan sosial, pelatihan dan produktivitas, dan
pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja .

Kepala Bidang Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan;

b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan,

c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
Ketenagakerjaan;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketenagakerjaan;

e. pelaksanaan administrasi Bidang Ketenagakerjaan; dan :

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan
fungsi organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
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(3) Uraian tugas Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.

o

menyusun rencana kerja kegiatan Bidang Ketenagakerjaan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas; '
menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan,
mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Bidang Ketenagakerjaan untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;
menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
mengikuti rapat sesuai dengan bidangnya;
gelgﬁs&nakan koordinasi kegiatan Hubungan Industrial dan Jaminan
osial;
melaksanakan pembinaan dan pelayanan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial;
melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang persyaratan
kerja, pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja, kelembagaan dan kerja
sama hubungan industrial, serta penyelesaian perselisihan hubungan
industrial;
melaksanakan pembinaan dan pelayanan informasi pasar kerja dan
pelaksanaan fasilitasi bimbingan jabatan kepada pencari kerja dan
pengguna tenaga kerja; ’
melaksanakan pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja, sarana pelatihan
dan kapasitas dalam rangka pengembangan kompetensi tenaga kerja;
melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pelatihan dan
pemagangan, sertifikasi kompetensi dan akreditasi Lembaga Pelatihan;

. melaksanakan pembinaan, fasilitasi, serta monitoring pemberdayaan

tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;

melaksanakan pembinaan peningkatan produktivitas tenaga kerja;
melaksanakan pembinaan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar
Daerah, Antar kerja Lokal dan Antar Kerja Negara;

melaksanakan kegiatan pembinaan dan monitoring penempatan tenaga
kerja pemuda, wanita, penyandang cacat;

melaksanakan administrasi perizinan penggunaan Tenaga Kerja Asing;
mengoordinasikan dan  memfasilitasi pelaksanaan kerjasama
penempatan dan perlindungan tenaga kerja, baik didalam maupun
diluar negeri;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Ketenagakerjaan;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan
tugas organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Pada Dinas dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai

dengan kebutuhan dan berdasarkan Kketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 13

Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas, maka pada masing-masing

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat
membentuk koodinator.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(10)

Pasal 14

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) huruf ¢, huruf d dan huruf e terdiri atas sejumlah tenaga fungsional
yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang
keahliannya.

i(f?lpmpok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh sub koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas
dan fungsi jabatan administrator masing-masing.

Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan
tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana,
pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta
pelaporan pada satu kelompok tugas sub substansi.

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
pelaksanaan tugas tambahan selain melaksanakan tugas sesuai bidang
jabatan fungsional atau jabatan pelaksana masing-masing berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dar
Pejabat Adminsitrasi yang mengalami penyetaraan jabatan berdasarkan -
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional hasil penyetaraan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat ditunjuk sub koordinator
dari pejabat fungsional yang bersesuaian paling rendah jenjang ahli
pertama atau pelaksana senior dilingkup unit kerja jabatan pengawas
yang disetarakan.

Dalam keadaan tertentu atau tidak terdapat pejabat fungsional atau
pelaksana senior sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Sub Koordinator
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat merangkap tugas sebagai Sub
Koordinator pada kelompok tugas sub substansi lain sesual ruang
lingkup unit kerja jabatan administrator.

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memimpin
sekelompok pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan

tugas.

Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (5), ayat (6),
dan ayat (7) ditetapkan oleh PPK atas usulan PyB. -

Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok tugas sub substansi dan
nomenklatur sub koordinator untuk pelaksanaan tugas sub koordinator
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.



(1)

)

3

(1)

(2

@)
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BAB VI
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Pasal 15

Kepala Dinas melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kebijakan
umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat
Fungsional dan Pelaksana dalam lingkungan Dinas melaksanakan tugas
dan fungsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta
menerapkan  prinsip  hierarki, koordinasi, kerjasama, integrasi,
sinkronisasi, simplifikasi, alkuntabilitas, transparansi serta efektifitas dan -
efisiensi.

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Pejabat
Fungsional mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi
pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan
memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua
Pemantauan, Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan dan Pengawasan

Pasal 16

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat
Fungsional dan Pelaksana dalam lingkungan Dinas wajib mematuhi
petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara
berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan
masing-masing.

Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah .
dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan teknis.

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Pejabat
Fungsional dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan,
pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta melaksanakan rapat
koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas
dan Pejabat Fungsional pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan
Tenaga Kerja berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja (Berita Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 70), tetap menjalankan tugas dan,
fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat pada Dinas Koperasi, Usaha
Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja (Berita
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 70), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturar
paten Sinjai.

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabu

Ditetapkan di Sinjai
gghl 28 pesember 202!

Diundangkan di Sinjai
tatggal 28 Desember 202!

mW:&l,m> DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021 NOMOR
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR &3 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA

\ KEPALA DINAS }

l ‘ —{ SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

[

SUBBAGIAN PROGRAM SUBBAGIAN UMUM DAN
DAN KEUANGAN KEPEGAWAIAN
1 1
R BIDANG USAHA MIKRO BIDANG KETENAGA
EIDANC KOS ! ‘ KECIL DAN MENENGAH \ ( KERJAAN \
SUB KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR DAN
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL
I | | I I [

I | |

[ ]

'O GADHISTA ASAPA



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR £68 TAHUN 2021

TENTANG

KELOMPOK TUGAS SUB SUBSTANSI DAN NOMENKLATUR SUB
KOORDINATOR PELAKSANAAN TUGAS SUB KOORDINATOR
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN TENAGA KERJA

Menimbang

Mengingat

BUPATI SINJAI,

bahwa untuk melaksanakan ketenty an Pasal 12 Peraturan
Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja,
perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok
Tugas Sub Substansi dan Nomenklatur Sub Koordinator
Pelaksanaan Tugas Sub Koordinator pada Dinas Koperasi,
Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan daerah Tingkat II di Sulawesi (lembaran
Negara Tahun Nomor 74, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

2, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang—undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang—undang Nomor 12
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik 'ndonesia Nomor 6398);

3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



6.

10.

2

Undang-Undang Nomor 30 7vahun 2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 207 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 525);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada
Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
546);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016
Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Nomor 93) sebagimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 25 Tahun
2019 tentang Perubanan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan den Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019
Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Nomor 125);



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA
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11. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Dinag Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah dan Tenaga Kerja (Berita Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 63);

1. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor B/467/KT.01/2021 Hal
Rekomendasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur
Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

2. Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian
Dalam  Negeri Nomor 800/3484/0TDA  Hal
Penyederhanaan Struktur Organisasi di Lingkungan
Pemerintah Daerah sebagai Tindak Lanjut Peraturan
Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2021 dan
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2021;

3. Surat Gubernur Nomor 061/81 18/B.Org Hal
Persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Kelompok Tugas Sub Substansi dan
Nomenklatur Sub Koordinator Pelaksanaan Tugas Sub

Koordinator pada Sekretaris Dewan  Perwakilan Rakyat
Daerah.

Kelompok Tugas Sub Substansj sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran | yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati
ini,

Kelompok Tugas Sub Substansi sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU adalah kelompok tugas yang

merupakan penjabaran tugas jabatan administrator masing-
masing.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kelompok Tugas Sub
Substansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA,
ditunjuk Sub Koordinator untuk melaksanakan tugas dan
fungsi Kelompok Tugas Sub Substansi.

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEEMPAT melaksanakan tugas koordinasi penyusunan
rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan

evaluasi serta pelaporan pada satu Kelompok Tugas Sub
Substansi.
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KEENAM  Nomenklatur dan tugas Sub Koordinator sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam
Laripiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Bupati ini.

KETUJUH . Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 3! Desember 202!

ANDI|SETO SADHISTA ASAPA

. Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Ketua DPRD Kab. Sinjai di Sinjai.
2. Inspektur Daerah Kab. Sinjai di Sinjai.
3. Kepala BKPSDMA Kab.Sinjai di Sinjai.



LAMPIRAN |
KEPUTUSAN BUPATI SINJAI

NOMOR @é8 TAHUN 2021

TENTANG KELOMPOK TUGAS SUB
SUBSTANSI DAN NOMENKLATUR
SUB KOORDINATOR PELAKSANAAN
TUGAS SUB KOORDINATOR PADA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL.
MENENGAH DAN TENAGA KERJA

KELOMPOK TUGAS SUB SUBSTANSI PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,

MENENGAH DAN TENAGA KERJA

A Bidang Koperasi terdin atas.

1.

Kelompok Tugas Sub Substansi Kelembagaan Koperasi meliputi
melakukan verifikasi faktual terhadap permohonan pendirian
Koperasi baik simpan pinjam maupun koperasi lainnya,
melaksanakan  advokasi  koperasi, menyusun data base,
menginventarisasi permasalah terkait kelembagaan koperasi.
Kelompok Tugas Sub Substansi Bina Usaha, Permodalan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia meliputi melakukan fasilitasi
bina usaha dan permodalan koperasi, verifikasi proposal bantuan
penguatan permodalan, pengawasan dan pemantauan terkait bina
usaha, permodalan dan pengembangan sumber daya manusia.
Kelompok Tugas Sub Substansi Pengawasan dan Penilaian Koperasi
meliputi mengidentifikasi koperasi yang bermasalah, memberikan
teguran dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan usaha
koperasi terkait pengawasan dan penilaian koperasi.

B.  Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri atas:

1.

Kelompok Tugas Sub Substansi Kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah meliputi menyusun data base/profil Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah, indentifikasi potensi dan masalah yang dihadapi,
menyusun data base/profil Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terkait
kelembagaan usaha mikro kecil dan menengah.

Kelompok Tugas Sub Substansi Bina Usaha dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah meliputi
melaksanakan kegiatan teknis pembinaan, bimbingan,
pengembangan, pengendalian, pengawasan, dan Pemantauan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah terkait bina usaha dan pengembangan
sumber daya manusia usaha mikro kecil dan menengah.

Kelompok Tugas Sub Substansi Promosi meliputi melaksanaakan
kegiatan fasilitasi Pusat promosi dan Layanan Pemasaran produk
koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terkait promosi.

C. Bidang Ketenagakerjaan terdiri atas:

1.

Kelompok Tugas Sub Substansi Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial meliputi melakukan pendataan, inventarisasi dan
evaluasi perusahaan wajib yang belum membuat Perjanjian Kerja,
Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama, melakukan
pendataan dan pembinaan terkait pembinaan hubungan industrial
dan jaminan sosial.
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Kelompok Tugas Sub Substansi Pembinaan Pelatihan dan
Produktivitas meliputi menyusun analisis kebutuhan
pelatihan/ Training Need Analysis,melakukan koordinasi, monitoring
dan evaluasi terkait pembinaan pelatihan dan produktifitas.
Kelompok Tugas Sub Substansi Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja
dan Perluasan Kesempatan meliputi melakukan pembinaan,
pengawasan, dan monitoring penempatan dan perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia, pengolahan dan analisa data pencari kerja
dan data lowongan kerja, penyebarluasan informasi pasar kerja terkait
pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan.
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TENTANG KELOMPOK TUGAS SUB

SUBSTANSI

DAN NOMENKLATUR

SUB KOORDINATOR PELAKSANAAN
TUGAS SUB KOORDINATOR PADA

DINAS

KOPERASI, USAHA KECIL,

MENENGAH DAN TENAGA KERJA

NOMENKLATUR DAN TUGAS SUB KOORDINATOR
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN TENAGA

SUB
KOORDINATOR

KERJA

TUGAS

Y ATBidang Koperasi |

Sub Koordinator
Kelembagaan
Koperasi

Membantu Kepala Bidang
Koperasi dalam pelaksanaan
kegiatan dan pelayanan di
bidang kelembagaan koperasi.

2. Sub Koordinator
Bina Usaha,
Permodalan dan
Pengembangan
Sumber  Daya
Manusia

Membantu Kepala Bidang
Koperasi dalam pelaksanaan
kegiatar: dan pelayanan di
bidang bina usaha, permodalan
dan pengembangan Sumber

Daya Manusia Koperasi.
—

3. Sub Koordinator
Pengawasan dan
Penilaian
Koperasi

Membantu Kepala Bidang
Koperasi dalam pelaksanaan |
kegiatan dan pelayanan di |
bidang pengawasan dan
penilaian koperasi.

' Bidang Usaha 1.
| Mikro, Kecil dan
' Menengah

Sub Koordinator
Kelembagaan

Membantu  Kepala Bidangf
Usaha Mikro, Kecil dan

Usaha Mikro, | Menengah dalam pelaksanaan |
Kecil dan | kegiatan dan pelayanan di |
Menengah bidang kelembagaan Usaha |
Mikro, Kecil dan Menengah. “

2. Sub Koordinator | Membantu Kepala Bidang |
Bina Usaha dan |Usaha Mikro, Kecil dan |
Pengembangan Menengah dalam pelaksanaan |
Sumber Daya kegiatan dan pelayanan di|
Manusia bidang bina usaha dan!
Usaha Mikro, pengembangan Sumber Daya |
Kecil dan Manusia Usaha Mikro, Kecil‘
Menengah dan Menengah. '

|

3. Sub Koordinator
Promosi

Membantu  Kepala Bidang
Usaha Mikro, Kecil dan‘
Menengah dalam pelaksanaan |
kegiatan dan pelayanan di}

bidang promosi. 1
\




3 Bidang
ketenagakerjaan

| S

1.

3

8.

Sub Koordinator Membantu

Pembinaan
Hubungan

Industrial ~ dan

Jaminan Sosial

Sub
Koordinator
Pembinaan
Pelatihan dan
Produktivitas

— T
_—

Sub
Koordinator
Pembinaan
Penempatan
Tenaga Kerja
dan Perluasan
Kesempatan

Kepala Bidang
Ketenagakerjaan dalam
melaksanakan pembinaan
hubungan industrial dan
jaminan gosial.

Membantu Kepala Bidang

Ketenagakerjaan dalam

melaksanakan pembinaan

jatihan kerja, pemagangan.

produktivitas, dan peningkatan
kerja.

kompetensi tenaga

~—Kepala  Bidang |
dalam

pembinaan |

—
Membantu
' Ketenagakerjaan
' melaksanakan

| penem.p
perluasa

atan tenag
n kesempatan kerja.
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